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ABSTRAK

Pelanggaran dan penegakan kode etik terhadap komisi pemilihan umum dalam 
rangka menciptakan luber jurdil di kabupaten pamekasan adalah proses pemilihan 
umum sebagai sarana demokrasi langsung yang memberikan kesempatan kepada 
warga negara untuk memilih wakil-wakilnya secara bebas dan adil dalam mengisi 
jabatan-jabatan  politik  dan  publik,  dengan  menggunakan  isu  hukum  bentuk- 
bentuk  pelanggaran  kode  etik  pemilihan  umum oleh  penyelenggara  pemilihan 
umum menuju pelaksanaan luber jurdil di kabupaten pamekasan dan penegakan 
kode etik pemilihan umum oleh DKPP menuju pelaksaan pemilu luber jurdil di 
kabupaten pamekasan.

Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan 
menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  denga  menelaah  aturan  yang 
berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam hal ini Undang-Undang No. 7 
Tahun 2017 Tentang Pemilu dan menggunakan pendekatan fakta yang diproleh 
data primer dan data skunder yang diproleh dari dari penelitian kepustakaan, yaitu 
data  yang diproleh dari  dokumen-dokumen,  buku-buku yang berkaitan dengan 
objek penelitian.

Berdasarkan  dalam  peneltian  ini  dapat  disimpulkan  oleh  peneliti bahwa 
pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilu  dalam  konteks  tahapan  dari 
pebentukan PPK, Pembentukan PPS, pembentukan Pengawas, serta pelanggaran 
dari  penyelenggara  pemilu  tidak  di  tindak  tegas  serta  dibiarkan  karena 
pelanggaran  yang  dilakukan  masif,  sistematis  dan  tersetruktur,  dan  Penegakan 
yang  dilakukan  oleh  di  DKPP  sejak  tahun  2019  sampai  tahun  2024  hanya 
dilakukan pada Komisi  Pemilihan Umum yang melakukan mengubah C hasil, 
kemudia  selain  itu  pada  PPK  kecamatan  Larangan  dan  Kecamatan  Proppo. 
Padahal  banyak  pelanggaran  yang  dilakukan  penyelenggara  pemilihan  umum 
akan  tetapi  tidak  ditindak  dan  dilakukan  proses  sebagaimana  undang-undang 
mengatur.

Kata kunci : Pelanggaran kode etik, Penegakan Kode etik
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ABTRACT

The violation and enforcement of the code of ethics against the general election 
commission in order to create a luber jurdil in Pamekasan Regency is a public 
election process as a means of direct democracy that provides opportunities for 
citizens to freely and fairly elect their representatives in filling political and public 
positions, using legal issues Forms of Violations of the Code of Ethics for General 
Elections by General Election Organizers Towards the Implementation of Luber 
Jurdil in Pamekasan Regency and Enforcement of the Code of Ethics for General 
Elections  by  DKPP Towards  the  Implementation  of  Luber  Jurdil  Elections  in 
Pamekasan Regency.

In this study, the author uses a normative juridical method by using a legislative 
approach by studying rules related to the legal issues handled. In this case, Law 
No. 7 of 2017 concerning Elections and using a factual approach obtained from 
primary data and secondary data obtained from literature research, namely data 
obtained from documents and books related to the object of research.

Based on this research, it can be concluded by the researcher that violations of the 
code of ethics of election organizers in the context of the stages of the formation 
of the PPK, the formation of PPS, the formation of Supervisors, and violations of 
election  organizers  are  not  strictly  acted  upon  and  are  allowed  because  the 
violations  committed are  massive,  systematic  and structured,  and Enforcement 
carried out by the DKPP from 2019 to 2024 is only carried out at the General 
Election Commission which changes the C results, then in addition to that at the 
PPK of Larangan and Proppo sub-districts. Even though there are many violations 
committed by the general election organizers, but they are notdoneand the process 
is carried out as regulated by law.

Keywords: Code of Ethics Violation, Code of Ethics Enforcement


	TESIS
	PELANGGARAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA MENCIPTAKAN LUBER JURDIL DI KABUPATEN PAMEKASAN
	PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
	KATA PENGANTAR
	NPM : 22310027
	DAFTAR ISI
	ABSTRAK


